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Dengan adanya berbagai program
kesehatan masyarakat di daerah-daerah,
tampaknya secara sosial-psikologis, bagi
para dokter Puskesmas, menimbulkan
kondisi kerja yang cukup kompleks dalam
menunaikan tugasnya. Apalagi dengan
adanya stereotip masya-rakat yang tidak
selalu menguntungkan bagi profesi dokter,
yang menganggap bahwa seorang dokter
adalah orang yang kaya, selalu mau
berkorban tanpa mempunyai pamrih.
Seakan-akan seorang dokter bukanlah
manusia biasa lagi yang boleh keliru, takut,
susah atau bingung; tokoh yang penuh
pengabdian (Bloom, 1963).

Menurut Dieter-Evers (1974), di
masyarakat Melayu juga berlaku pendapat
yang serupa, bahwaseorang dokter di daerah
mempunyai posisi yang sangat menonjol.
Kiranya pandangan itu masih belum cukup
mendukung. Munculnya pendapat tersebut
dapat dimaklumi, sebab pendidikan maupun
afiliasi dokter sangat luas dan tidak
terpengaruh oleh masalah SARA; fungsi
dokter memang cukup universal. Alasan
yang demikian memang belum cukup,
apalagijikahal itu dikaitkan dengan tugasnya
sebagai karyawan Departemen Kesehatan
untuk melaksanakan pembangunan dalam
bidang kesehatan sesuai dengan Sistem
Kesehatan Nasional, bahwa sasaran utama
fungsi dokter ialah melakukan perubahan
sosial.

Karena itu, dalam tugas objektifnya
sehari-hari dalam berbagai program itu sudah
otomatis tersandang pada fungsi Puskesmas,
terutama Puskesmas yang berlokasidi daerah
pedesaan (Rika S., 1989). Dari masalah KB,
Posyandu, UKS, KIA, Gizi, dan sebagainya,
kesemuanya memang sesuai dengan filsafat
Community Oriented Medical Education
(COME) yang sangat idealis itu, sehingga
membuat tugas kuratif sering menjadi sangat
tergeser (Hanafi M.,1987). Oleh sebab itu
dalam masalah penempatannya, para
eksekutif Departemen Kesehatan sering
cukup sulit mengatur, jika akan disesuaikan
dengan berbagai masalah sumber daya
manusia yang juga makin dibatasi.

Berangkat dari pokok permasalahan
yang demikian itu, maka diperlukan
penelitian untuk mendukung berbagai
kebijakan tersebut, supaya program yang
diembannya dapat lebih efektif dan efisien.
Hal ini terutama mengingat bahwa produksi
dokter tampaknya sudah mulai banyak,
sedangkan daya serap ketenagakerjaan di
Departemen Kesehatan, Pemerintah Daerah
maupun usaha swasia juga sangatsukar untuk
disesuaikan. Di samping itu, berbagai per-
ubahan sosial ekonomi juga mempengaruhi
perencanaan yang sudah disiapkan sebe-
lumnya, sehingga mungkin sebenarnya perlu
adanya berbagai penyesuaian maupun
evaluasi ulang (Rijadi, 1988).




